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Daam pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 diamanatkan bahwa: pemerintah

menyel enggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan
tersebut diberikan kepada Badan Pertanahan Nasional sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
Meskipun pendaftaran tanah bertujuan

untuk mewujudkan kepastian hukum, namun permasalahan muncul di pendaftaran tanah khususnya dalam
kegiatan pemeliharaan data yaitu pemblokiran. Blok diatur dalam Peraturan Menteri ATR/Ka. BPN No. 13
Tahun 2017. Ditemukan masalah dimana ada pendaftaran blok yang sudah melewati jangka waktu
sebagaimana ditentukan, baik diblokir oleh perorangan/badan hukum atau diblokir oleh penegak hukum.
masalah selanjutnya adalah tentang tidak adanya notifikasi bagi pemegang sertifikat hak atas tanah dalam
hal sertifikatnya terkena dampak; block record atau ketika block record terhadap sertifikat mereka telah
dihapus. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dimana penelitian ini melihat norma hukum
tertulis, yaitu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Data itu yang digunakan dalam penelitian
ini adalah data sekunder ditambah wawancara dengan pemangku kepentingan untuk meningkatkan
pemahaman. Bahwa telah terjadi ketidakpastian hukum bagi pemegang sertipikat benda yang diblokir dalam
hal jangka waktu pemblokiran tidak mematuhi peraturan terkait dan tidak adanya pemberitahuan bagi
mereka yang dipengaruhi oleh blok. Ada solusi agar pemegang sertifikat objek terblokir mengetahui kapan
sertifikat yang bersangkutan telah diblokir atau telah terjadi pembukaan blokir.

Perlu ada ketegasan dari pihak pelaksana dalam menjalankan regulasi terkait penggunaan blokir
memberikan kepastian hukum plus sosialisasi aplikasi sentuh tanah saya untuk memudahkan pemegang
sertifikat hak atas tanah untuk menemukan informasi yang relevan

sertifikat hak atas tanah.

...... In article 19 paragraph (1) of Law Number 5 Year 1960, it is mandated that the government shall register
land in the entire territory of the Republic of Indonesia. This authority is given to the National Land Agency.
Although land registration aims to embody legal certainty, problems arise, especialy in data maintenance
activities, namely Certificate Freezing. Freeze isregulated in Minister of Agrarian Affairs and Spatial
Planning/ Head of National Land Agency Regulation No. 13 Year 2017. Problems were found where there
were Freeze record that exceeded the time period as determined. The next problem is the absence of
notification for holders of 1and rights certificates in the event that their certificate has frozen or their frozen
certificate has unfrozen. This research is ajuridical-normative research in which this study looks at written
legal norm, and related regulations. The data used in this study is secondary data plus interviews with related
parties. Legal uncertainty arises for holders of certificatesin the event that the period of freeze does not meet
the regulations and the absence of notification for those affected. There is a solution so the holder of the
certificate knows when the certificate has frozen or has unfrozen. The executor needsto befirmin
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implementing the regulations related to freeze to provide legal certainty plus the socialization of the
application “ Sentuh Tanahku” to make it easier for holders of land rights certificates to know information
related to their certificate of land rights.



